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PENUTUP

1. Kesimpulan

a
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Kendala-kendala yuridis  dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan untuk
pembangunan rumah pribadi dapat berupa overmacht (force majeur) dan
waprestasi. Bila tidak terlaksananya pembangunan rumah pribadi karena overmacht
maka para pihak tidak bisa melakukan tuntutan pada pihak yang lain. Sedangkan
pada tidak terlaksananya pelaksanaan pembangunan rumah pribadi karena
wanprestasi maka salah satu pihak yang dirugikan d;tpat mengajukan tuntutan ganti

rugi.

. Bila wanprestasi dilakukan oleh pemborong maka pemesan dapat menempuh

penyelesaian sengketa diluar pengadilan terlebih dahulu. Bila penyelesaian sengketa
dengan melalui jalur diluar pengadilan mengalami jalan buntu maka dapat ditempuh
jalur pengadilan. |

Gugatan dapat diajukan diajukan kepihak peinborong yang berupa badan hukum
(rechts person) atau orang (naturlijk person). Bila pihak pemborong merupakan
badan usaha yang bukan badan hukum maka gugatan diajukan pengurus dari badan

usaha tersebut.
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2.Saran.

a. Perjanjian pemborongan hendaknya dilakukan secar= *- ° 7
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kepastian hal. 4-udndaknya memperhatikan status pemborong dalam perjanjian
pemborongan trumah tersebut karena akan menentukan pada siapa ia dapat memmtut
apabila pemborong melakukan wanprestasi. Upaya hukum terdahulu yang dapat

dilakukan oleh pemesan bila peinborong melakukan wanprestasi adalah negosiasi.





